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ABSTRAK

: bahwa sesuai Pasal 23 (ayat) 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017, dalam
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara
Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 perlu
mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di wilayah
Kabupaten Lombok Timur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Timur.

Terkait hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur
menetapkan Keputusan Nomor 38/PP.05.3-Kpt/5203/KPU-Kab/X1/2017
tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Kabupaten Lombok Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun
2018.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur
menetapkan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) Kabupaten Lombok Timur dalam Pemilihan



Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati
dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 adalah :

a.

L

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan, Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
mengalami beberapa kali Perubahan terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/
Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lombok Timur Nomor 38/PP.05.3-Kpt/5203/KPU-
Kab/XI/ 2017 berisi penetapan :

Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada 20 (dua
puluh) PPK dalam Wilayah Kabupaten Lombok Timur, masing-masing
dengan jumlah 5 (lima) orang pada setiap unit PPK.



CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini
berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Lampiran




